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Menimbang @, bahwa pendidikan adalan tanﬁ‘éﬁng\ jawab Keluarga, Masyarakat
dan Pemerintah; W I
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b. bahwal untuk _menjgjgkatgan.‘}_,i jartisipasi masyarakat  dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, |Yayesan AN NURUL FATTAH
MAKMUN NAWAWI beralamat di JI, Pefum Bukit Indah Pratama Blok
AG Desa Sukadami  Keeamatan | Cikarang Selatan, telah
manguﬁ}éhﬂk’an'j_diﬁﬁﬁﬁhﬁjﬁﬂ‘ﬁéﬁhﬁh";]Fsar Islam Terpadu ( SDIT )
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?{bﬁbwa Yayasan AN NURUL FATTAH MAKMUN NAWAWI! telah

y ;gg_:ili[:ﬁsemua persyaratan untuk prgg/;ap tersebut di atas;
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'TE_“ ,/B’i? va untuk-maksud sabagalmarfﬂeféﬁb‘ut pada huruf a, b dan ¢
A ,% sebut diatas dipandang perll adanya Izin Operasional Sekolah
o A =7 Dasarslam Terpadu (-SOIT)"N L A' RAAF, yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl Ne. 06C/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian. Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;

8 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Propinsi-Jawa Barat;
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P ’?ETT Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
<7 <l6 Yrusan Pemerintah Kabupaten Bekas;

.z ‘ﬁ&.ﬁ'q aturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang
O Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi:
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J7eraturan Bupati Nomer 16 Tahun Eﬂﬂq tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Tﬁlﬁ?ﬁ“ Kabupaten Bekasi:
: _ ——, N

12, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Bekasi 'No.5 tahun 2010 tentang
Penyelanggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan

untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten
Bekasi,

Memperhatikan : 1. Akta Notaris  : RENOKASIH RANTIANI'M, S.H.
Tanggal 147 JUNL 2013
Nomor -
Tentang pendirian Yayasan AN NURUL FATTAH MAKMUN NAWAWI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN
Mﬂne_tapkan

PERTAMA  Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan AN NURUL FATTAH MAKMUN
NAWAWI
Alamat - JI. Perum Bukit Indah Pratama Blok AG Dessa

Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab, 'Eek:m’



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar -

Nama SDIT NUURUL A’ RAAF

Alamat JI. Perum Bukit Indah Pratama Blok AG
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang
Selatan Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA - Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan daftar ulang | registrasi ) setiap awal tahun
pelajaran.

KETIGA - Dalam - rangka pembinaan Penyelenggaraan pendidikan
Sekolah Dasar sebagimana dimaksud pada aiktum pertama
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

kewenangannya.

KEEMPAT - Keputusan ini mulgi berlaky pada tanggal ditetapkan dengan
catatan. bahwa a"y’:&a‘h‘ﬂa.--dikefﬁuﬂ;gn ‘hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan d_fadakafn.perbaikan seperiunya.

Ditetapkan df /  Bekasi )
Pada tanggal 73 1 MAY 2016

(5. 4. EDI SUPRIADI, M.Si
efbina Tingkat 1
NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

l.Bupati Bekasi;

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi:
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi lawa Barat,
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